Menimbang

Mengingat

BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

PERANGEAT DAERAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, maka perlu
menetapkan Susunan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kaur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang
Susunan  Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma,
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




Menetapkan :

5.

Sl

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur
Tahun 2016 Nomor 237).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG SUSUNAN STRUKTUR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2.

0 eNO;MBD

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.

Pszerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
ur.

Bupati adalah Bupati Kaur.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaur.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaur.
Badan Daecrah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaur.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT
adalah Unit Pelaksanan Teknis dalam Dinas/Badan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut
UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut
UPTB adalah wunsur pelaksana teknis Badan untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Susunan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari:

ook L g

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Inspektorat Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
Badan Keuangan Dacrah;

Badan Kepegawaian Dacrah dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;
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Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Dinas Sosial;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Dinas Pendidikan;

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Kesehatan;

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pertanian;

Dinas Perikanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perpustakaan;

Dinas Ketahanan Pangan;

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Perhubungan;

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
Pintu,

y,  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Z. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

aa. Kecamatan;

bb. Kelurahan.

o 00
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Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupat.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penvusunan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat
daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara dalam instansi daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri
dari:
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1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
membawahi:
a] sub bagian politik dan pemerintahan umum;
b) sub bagian bina administrasi kewilayahan;
¢) sub bagian otonomi daerah.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
a) sub bagian keagamaan;
b) sub bagian pendidikan, kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olahraga;
¢) sub bagian Lkesehatan, sosial, pengendalian
penduduk keluarga berencana (P2ZKB),
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
(P3A), dan penangan narkoba.
3. Bagian Hukum, membawahi:
a) sub bagian perundang-undangan;
b) sub bagian bantuan hukum;
¢) sub bagian dokumentasi dan penyuluhan hukum.

¢. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam,
membawahi:
a) sub bagian perckonomian;
b) sub bagian koordinasi penanaman modal,
perizinan dan BUMD;,
c) sub bagian sumber daya alam.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
a) sub bagian bina program;
b) sub bagian monev pembangunan;
¢} sub bagian infrastrukiur.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
a) sub bagian perencanaan pengadaan dan LPSE;
b) sub bagian pemilihan penyedia barang/jasa;
¢) sub bagian pembinaan kompetensi dan
pengarsipan.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Umum, membawahi:
a) sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
b) sub bagian administasi keuangan,
c) sub bagian tata usaha dan kepegawaian.
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi:
a) sub bagian kelembagaan dan anjab;
b) sub bagian pengembangan kinerja;
¢} sub bagian ketatalaksanaan.
3. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
a) sub bagian humas;
b) sub bagian protokol;
c) sub bagian tata usaha pimpinazn,
e. Jabatan Fungsional;
f. Staf Ahli.

(2) Bagan  Struktur  Organisasi Sekretariat ~ Daerah

scbagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.




Pasal 7
(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga)
orang Staf Ahli.
(2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada
Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 9

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:

1. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

2. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

3. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Seckretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesckretariatan dan kecuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.

pAcoR




Pasal 13

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.

c. Bagian Persidangan dan  Perundang-undangan,
membawahi:

1. sub bagian persidangan;
2. sub bagian perundang-undangan.
d. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
1. sub bagian humas;
2. sub bagian protokol.
€. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagairnana
tercantum dalam Lampiran [I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah
Pasal 14

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupat
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yvang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam

Pasal 15, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan,;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Bupati;

penyusunan laporan hasil pengawasan,;

pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

o
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Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahi:
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1. sub bagian umum dan kepegawaian;
. 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah [;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf c, d dan e membawahi pejabat fungsional.
(3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

Pasal 18
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
merupakan unsur perencana penyelenggaraan
@ Pemerintahan Daerah;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daecrah dan Litbang
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalul Sekretaris

Daerah.
) Pasal 19
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
i mempunyai tugas melaksanakan  penyusunan  dan
pelaksanaan kebijjakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah dan
Litbang menyelenggarakan fungsi:

ﬂ a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan litbang;

b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan pembangunan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan
pembangunan daerah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Dacrah dan Litbang, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian,
2. sub bagian keuangan;
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
: c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
; 1.sub bidang perencanaan pembangunan bidang
koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan,;
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(1)
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2, sub bidang perencanaan pembangunan bidang
pariwisata, penanaman modal dan keuangan,
3.sub bidang perencanaan pembangunan bidang
sumber daya alam dan kemaritiman.
d. Bidang Sosial, Budaya, Pembangunan Manusia dan
Masyarakat, membawahi:
1.sub bidang perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan dan politik;
2.sub bidang perencanaan pembangunan bidang
pendidikan, mental dan budaya;
3. sub bidang perencanaan pembangunan bidang sosial
dan kesejahteraan rakyat.
e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
membawahi:
1.sub bidang perencanaan pembangunan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang;
2.sub bidang perencanaan pembanguan bidang
perhubungan, perumahan, kawasan permukiman
dan pertanahan; '
3.sub bidang perencanaan pembangunan bidang
komunikasi, informatika, statstik, persandian dan
kecamatan.
f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
1. sub bidang pendataan dan penelitian;
2. sub bidang pengembangan dan inovasi teknologi;
3. sub bidang kerjasama pembangunan.
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Badan Keuangan Daerah
Pasal 22

Badan Keuangan Daerah merupakan pclaksana Unsur
Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daeral.

Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Tugas
Pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

a.’!

perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan

keuangan dan asect dacrah;
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b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

¢. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

d. pcngex?da]ian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis
operasional dan/atau penunjang di bidang pengelolaan
keuangan dan aset dacrah;

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupat sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:
1. subbagian umum dan kepegawaian;
2. subbagian keuangan;
3. subbagian perencanaan dan pelaporan.

¢. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:
1. sub bidang pembukuan;
2. sub bidang pelaporan.

d. Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya, membawahi:
1.sub bidang perencanaan, pendataan, penctapan dan
monev;
2.sub bidang pelayanan, penagihan dan keberatan
pajak.
¢. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, membawahi:
1. sub bidang itensifikasi dan ekstensifikasi;
2. sub bidang pengolahan data, informasi dan
penagihan PEB-BPHTB.
f. Sub Bidang Anggaran dan = Perbendaharaan,
membawahi:
1. sub bidang anggaran;
2. sub bidang perbandaharaan.
g. Bidang Aset, membawahi:
1. sub bidang pengadaan;
2. sub bidang pemanfaatan dan pengendalian.

h. Unit Pelaksana Teknis;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keenam

Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pasal 26

(1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia merupakan pelaksana Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Diklat;
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Badan Kepegawaian Dacrah dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Kaur dipimpin oleh Kepala
Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian,

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

c.
d.
€.

(1)

(2)

penyiapan kebijakan teknis pengembangan di bidang
kepegawaian;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian ;
pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dar:
a. Kepala Badan,;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
c. Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi, membawahi:
1. sub bidang mutasi, kepangkatan, pengembangan
karier dan promosi,
2. sub bidang pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi
profesi ASN;
3. sub bidang data dan informasi.
d. Bidang Pengembangan Aparatur, Penilaian Kinerja dan
Penghargaan, membawahi:
1. sub bidang diklat, sertifikasi dan pengembangan
kompetensi;
2. sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur ;
3. sub bidang disiplin dan penghargaan.
e. Unit Pelaksana Teknis;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan
Bupati ini.
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Bagian Ketujuh
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Pasal 30

(1). Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

(2): Satuan Pelisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta
Pemadaman Kebakaran.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan
ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan
Peraturan Bupati serta pemadam kebakaran;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam
kebakaran di daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah
dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri
sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;

€. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan
mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

f. pelaksanaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan.

Pasal 33

(1). Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian keuangan;
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
c. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi:
1. seksi kewaspadaan dini;
2. seksi bimbingan penyuluhan dan peningkatan
sumber daya manusia.

'
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(1)

(2)
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d. Bidang Ketertiban Umum dan  Ketentraman
Masyarakat, membawahi:
1. seksi operasi dan kerjasama;
2. seksi perlindungan masyarakat.
e, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
1. seksi penegakan dan pengawasan;
2. seksi hubungan antar lembaga.
. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
1. seksi pencegahan, operasi dan penyelamatan;
2. seksi peningkatan kapasitas sumber daya manusia
dan sarana prasarana.
g. Unit Pelaksana teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan
Bupati ini.
Bagian Kedelapan
Dinas Sosial
Pasal 34

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan di bidang Sosial.

Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Pasal 35

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupat
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan
Tugas Pembantuan di bidang Sosial.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

oppop

(1)

perumusan kebijakan di bidang sosial;

pelaksanaan kebijakan di bidang sosial,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial,
pelaksanaan administrasi dinas di bidang gosial;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian keuangan;
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
¢. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
1. seksi perlindungan 3esial kerban bencana alam
dan bencana sosial;
2. seksi jaminan sosial keluarga.



A

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
1. seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
2. seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas,
tuna sosial dan korban perdagangan orang.
e. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial,
membawahi:
1. seksi pemberdayaan sosial;
2. seksi kelembagaan sosial.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana
tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 38

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan
hidup;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan
hidup;

e, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian keuangan;
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
1. seksi inventarisasi, RPPLH, KLHS dan kajian
dampak lingkungan;
2. scksi pemeliharaan lingkungan hidup.
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d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3,
membawahi:
1. seksi pengurangan dan penanganan sampah;
2. seksi limbah B3;
e. Bidang Pengendalian Pecemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup, membawahi:
1. seksi pemantauan dan pencemaran lingkungan;
2. seksi kerusakan lingkungan.
f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup, membawahi:
1.seksi pengaduan, penyelesaian sengketa dan
pencgakan hukum;
2. seksi peningkatan kapasitas lingkungan.
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pasal 42

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

(2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 43

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kaur.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian
kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;
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b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibid:
) pengendalian kuantitas pe:'nﬁzlduk, keluarga bef&iﬁ:icrl;g
) ketahanan dan kesejahteraan keluarga; ’
c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi
pengendalian kuantitas penduduk;

- pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
pengendalian kuantitas penduduk dan keliarga berencana;

€. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas

lapangan KB dan kader KB;

f. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan

alat dan obat kontrasepsi;

pelaksanaan pelayanan KB;

pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan,

pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
Q J. pembinaan kelompok jabatan fungsional.

kebijakan

0

Pasal 45

(1) Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi;
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian keuangan;
3. suh bagian perencanaan dan pelaporan.
¢, Bidang  Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan, membawahi;
1. seksi advokasi, penggerakan, penyuluhan dan
pendayagunaan PLKB dan kader KB;
o 2. seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
d. Bidang  Keluarga  Berencana, Ketahanan  dan

Kesejahteraan Keluarga, membawahi:

1. seksi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

2. seksi keluarga sejahtera dan pembinaan ketahanan
keluarga.

g. Bidang Pengarusutamaan (Gender dan Pemberdayaan

Perempuan, membawahi:

1. seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan bidang ekonomi, sesial, politikk dan
hukum;

2. seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan bidang kualitas keluarga.

f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan

Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi:

1. seksi perlindungan perempuan dan data kekerasan
perempuan;

2. seksi perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak
anak.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

............ o S EE Tl Il T IE T T IS ST TISTTTI AN ISR T I R I I I ORI A
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk,
. Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
- Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam
lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pendidikan
Pasal 46

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan
Pemerintahan bidang Kebudayaan.

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

0 Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 47, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
dan kebudayaan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan
kebudayaan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait

“ dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
4. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepecgawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangarn.
¢. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal,
membawahi:
1. seksi kurikulum dan peserta didik;
2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan.
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
1. seksi kurikulum dan peserta didik;
2. seksi kelembagaan dan sarana dan prasarana,
3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahi:
i 1. seksi cagar budaya dan permuseuman;
2.seksi sejarah, tradisi dan kesenian;
3.seksi tenaga kebudayaan.

o
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f. Satuan Pendidikan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, sebagaimana
tercantum dalam lampiran XI Peraturan Bupat ini.

Bagian Kedua belas

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pasal 50

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga.

(2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda
dan olahraga;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;

¢. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pariwisata, pemuda
dan olahraga;

d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian
kegiatan teknis operasional atau penunjang di bidang
pariwista, pemuda dan olahraga;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 53

(1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga, terdiri dari:
a.Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan,
c. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, membawahi:
1. seksi objek dan daya tarik wisata;
2. scksi sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata,
d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
membawahi:
a. seksi promosi dan analisa pasar wisata;
b. seksi ekonomi kreatif.
e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
1. seksi pemuda;
2, seksi olahraga.
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f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran XII
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pasal 54

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 55

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan
dan Tugas Pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

cl

(1)
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perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan umum dan
penataan ruang;

pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang;

pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
1. seksi perencanaan teknik sumber daya air;
2. seksi pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
3. seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
d. Bidang Bina Marga, membawahi:
1. seksi perencanaan teknik dan evaluasi;
2. seksi pembangunan jalan dan jembatan,
3. seksi proservasi jalan dan jembatan.
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e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
1. seksi perencanaan teknik dan pengendalian;
2. seksi pelaksanaan PLP dan air minum;
3. seksi pelaksanaan penataan bangunan gedung dan
permukiman.
f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi:
1. seksi pengaturan dan pemberdayaan;
2. seksi pengawasan.
g. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
1. seksi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan
penataan ruang;
2. seksi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
h. Unit Pelaksana Teknis.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan
Kawasan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Kesehatan

Pasal 58

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan di bidang Kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang kesehatan;

¢. pelaksanasan dan pembinaan di bidang kesehatan;

d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis
operasional dan penunjang di bidang kesehatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 61

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi;
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
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c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
1. seksi kesehatan keluarga dan gizi:
2. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat:

3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga.

d. Bidang Pencegahan dan Pen
membawahi:
L seksf surveilans dan imunisasi:
2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit
menular;
seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa.

€. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Keschatan,
membawahi:

1. seksi pelayanan kesehatan;
2. seksi kefarmasian, alkes dan PKRT;

3. seksi sumber daya manusia keseharan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

gendalian Penyakit,

o,

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
Pasal 62

(1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di
bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;

(2) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 63

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan
Tugas Pembantuan di bidang Komunikasi, Informasi, Statistik
dan Persandian,

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 63, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan
Persandian mempunyai fungsi: = ‘
a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informas,
statistik dan persandian; o _
b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi,
statistik dan persandian;
c. pelaksanaan evaluasid:anpalaporani _ o
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi,
informasi, statistik dan persandian; _ _
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual
tugas dan fungsinya.
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Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informasi, Statistik
dan Persandian terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. subbagian umum dan kepegawaian;
2. subbagian perencanaan dan keuangan.
¢. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi:
1. seksi pengelolaan komunikasi publik;
2. seksi pengelolaan informasi publik;
3. seksi hubungan media, teknologi informasi dan
komunikasi.
d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi:
1. seksi infrastruktur, keamanan informasi dan
teknologi;
2. seksi pengembangan aplikasi;
3. scksi tata kelola e-government.
€. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:
1. seksi statistik:
2. seksi tata kelola dan pengamanan persandian.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informasi,

Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam
lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 66

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 67, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang administrasi
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kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis
operasional dan penunjang di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 69

(1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, membawahi:
1. seksi fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran
penduduk;
2, seksi bina aparatur pendaftaran penduduk.
d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membawahi:
1. seksi fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan

sipil;
2. seksi bina aparatur pencatatan sipil.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
1. seksi pengelolaan dan penyajian data;
2. seksi inovasi pelayanan, monitoring dan evaluasi.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran
XVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Pertanian
Pasal 70

(1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan di bidang Pertanian.

(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal T1

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Pertanian.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanmian;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pertanian;

c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pertanian;

d. pengendalian dan pengawasan kegiatan teknis operasional
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dan penunjang di bidang pertanian;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 73

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
b. Kepala Dinas;
c¢. Sekretariat, membawahi:
1.sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi:
1. seksi lahan dan irigasi;
2. seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin;
3. seksi pembiayaan dan investasi.
e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
1. seksi produksi;
2. seksi perbenihan dan perlindungan;
3. seksi pengolahan dan pemasaran.
f. Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi:
1. seksi perbibitan dan produksi;
2. seksi kesehatan hewan,
3.scksi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan
dan pemasaran.
g. Bidang Perkebunan, membawahi:
1.seksi produksi;
2.seksi perbenihan dan perlindungan;
3.seksi pengolahan dan pemasaran.
h. Bidang Penyuluhan, membawahi:
1.seksi kelembagaan;
2.seksi ketenagaan;
3.seksi metode dan informasi.
i, Unit Pelaksana Teknis Dinas;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana
tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Perikanan
Pasal 74

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. '

Pasal 75

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kelautan dan
Perikanan.
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Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75, Dinas Perikanan mempunyal fungsi:

perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang perikanan;

pelaksanaan dan pembinaan di bidang perikanan;
pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis
operasional dan penunjang di bidang perikanan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.

a.
b.

c.
d.

e,

(1)

(2)

(1)

(2

Pasal 77

Struktur Organisasi Dinas Perikanan, terdir dari:

a.
b.

1
g

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi:

1. sub bagian umum dan kepegawaian;

2. sub bagian perencanaan dan keuangan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya,

membawahi:

1. seksi pendidikan, pelatihan dan pendampingan
usaha perikanan,

2. seksi kemitraan, akses iptek dan informasi;

3. seksi pembinaan  kelembagaan = masyarakat
perikanan.

Bidang Perizinan Usaha, Investasi dan Pengelolaan TPl

membawahi:

1. seksi perizinan usaha perikanan;

2. seksi pengembangan usaha perikanan;

3. seksi pengelolaan TPI.

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan lkan, membawahi:

1. seksi kawasan dan data; ;

2. seksi lingkungan hidup, pakan dan obat ikan;

3. seksi perbenihan dan pembesaran/ produksi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 78

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
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Pasal 79

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan

Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.

Pasal B0

Untuk melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud dalam

Pasal 79, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di  bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

. tugas dan fungsinya;

Pasal 81

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
c. Bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan,
membawahi:
1. seksi administrasi pengelolaan keuangan dan aset
desa /kelurahan,
2. seksi pengembangan kapasitas aparatur,
kelembagaan dan kerjasama desa/kelurahan.
d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, membawahi:
1. seksi fasilitasi pembangunan desa;
2. scksi pemberdayaan dan kemasyarakatan desa.
e. Bidang Fasilitasi Pembangunan Kawasan, membawahi:
1. seksi pembangunan kawasan perdesaan;
2. seksi pembangunan daerah tertinggal dan daerah
tertentu.
f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan  Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua puluh
Dinas Perpustakaan
Pasal 82

(1) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang
Kearsipan.

(2) Dinas Perpustakaan dan Kerasipan dipimpin oleh kepala
dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Dinas Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan
di bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83, Dinas Perpustakean mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan
kearsipan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan
kerasipan,

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di  bidang
perpustakaan dan kearsipan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan
dan kearsipan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 85

(1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
c. Bidang Pengolahan, Layanan, Pelestarian Bahan
Perpustakaan dan Kearsipan, membawahi:
1. seksi pengembangan koleksi dan pengolahan bahan
perpustakaan;
2. seksi layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan
dan pelestarian bahan perpustakaan;
3. seksi kearsipan.
d. Bidang Pengembangan Perpustakaaan dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi:
1. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
2. seksi pembinaan dan pengembangan tenaga
perpustakaan;
3. seksi pengembangan pembudayaan kegemaran
membaca.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan  Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua puluh satu

Dinas Ketahanan Pangan
Pasal 86

(1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

(2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 87

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang
Pangan.

Pasal B8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 87, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pangan;

c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pangan;

d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis
operasional dan penunjang di bidang pangan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 89

(1) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:

b. Kepala Dinas;

c. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.

d. Bidang Ketersedian dan Kerawanan  Pangan,
membawabhi:
1. seksi ketersediaan dan sumber daya pangan;
2. seksi kerawanan pangan.

e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:
1. seksi distribusi dan harga pangan;
2. seksi cadangan pangan.

f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
1. seksi konsumsi dan penganekaragaman pangan,
2. seksi keamanan pangan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan
Bupati ini.



(1)

(2)

=28 -

Bagian Kedua puluh dua
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 90

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di
bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bidang
Perindustrian dan bidang Perdagangan;

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 91

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian,

dan Perdagangan.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
mempunyai fungsi:

i Bla

perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha
kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang
perdagangan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang koperasi, UKM, bidang perindustrian dan
bidang perdagangan;

pelaksanaan dan pembinaan di bidang koperasi, UKM
perindustrian dan perdagangan;

pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian
kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang
koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 93

(1) Strukur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian,

dan Perdagangan Kabupaten Kaur, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
¢. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi:
1. seksi pembinaan kelembagaan;
2. seksi pemberdayaan usaha mikro;
3. seksi pemberdayaan koperasi.
d. Bidang Perindustrian, membawahi:
1. seksi pengembangan industri;
2. seksi pembinaan industri kecil dan menengah;
3. seksi pengembangan sarana prasarana industri.

e. Bidang Perdagangan, membawahi:
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e. Bidang Perdagangan, membawabhi;
1. scksi pengadaan dan penyaluran;
2. seksi standarisasi dan perlindungan konsume.,,

3. stsi pengembangan sarana prasarana perdagangan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bag.Em Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM,
Perindutrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua puluh tiga
Dinas Perhubungan
Pasal 94

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan di bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Dacrah.

Pasal 95

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan.

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a.
b.

&
d.

e,

(1)

(2)

perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang perhubungan;

pelaksanaan dan pembinaan di bidang perhubungan;
pengendalian dan pcngawasan kegiatan teknis operasional
dan penunjang di bidang perhubungan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinva.

Pasal 97

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi;
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
c. Bidang Angkutan, membawahi:
1. seksi angkutan darat dan laut;
2. seksi parkir dan terminal.
d. Bidang Lalu Lintas, mebawahi:
1, seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
2. seksi keselamatan dan pengendalian operasi.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIli Peraturan
Bupati ini.




Bagian Kedua puluh empat

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu

Pasal 98

(1) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
di bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu,

(2) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu
Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 99

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas melaksanakan uruan pemerintahan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Maodal
dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 99, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal
dan unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

b. peclaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan
unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman
modal dan unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman
modal dan unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 101

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan,
c. Bidang Penanaman Modal, membawahi:
1. seksi perencanaan, promosi dan pengembangan
iklim penanaman modal;
2. seksi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan, membawahi:
1. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan l;
2. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan II.
€. Bidang Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan
Pelayanan, membawahi:
1. scksi pengaduan, informasi layanan, kebijakan dan
advokasi,

: 2
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2. seksi pelaporan dan inovasi layanan,
f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh lima
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 102

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang
Pertanahan.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai
tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas
Pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dan bidang Pertanahan.

Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 103, Dinas Perumahan dan Kawasan Permulaman

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan,
kawasan permukiman dan pertanahan;

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang perumahan, kawasan permukiman dan

c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang perumahan,

kawasan permukiman dan pertanahan;

d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis
operasional dan penunjang di bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 105

1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
¢. Bidang Perumahan, membawahi:
1. seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi;
2. seksi penyediaan dan pembiayaan,
d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
mebawahi:
1. seksi kawasan permukiman;
2. seksi pertanahan.
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e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam
lampiran XXV Peraturan Bupat ini.

Bagian Eedua puluh enam
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 106

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
Pasal 107

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan
Tugas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang tenaga Kkerja dan
transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi,

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja
dan transmigrasi;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 109

(1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Seckretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
c. Bidang Tenaga Kerja, membawahi:
1. seksi penempatan perluasan kerja;
2. seksi hubungan industrial dan penyelesaian
perselisihan,
3. seksi kesejahteraan pekerja dan jamsostek.
d. Bidang Transmigrasi, membawahi:
1. seksi pembinaan penyiapan pemukiman
transmigrasi;
2. seksi penempatan transmigrasi;

i
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3. seksi pembinaan pengembangan masyarakat
kawasan transmigrasi (PZMKT).
€. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI1
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh tujuh
Kecamatan

Pasal 110

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan
lain dan kelurahan.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 111

Kecamatan mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

¢. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan
peraturan Bupats;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh perangkat dacrah di tingkat
kecamatan,

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di
kecamatan;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan;

j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pasal 112

(1] Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian keuangan.
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
e. Seksi Pelayanan Umum dan Ketertiban Umum;
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i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam lampiran XXVII Peraturan Bupali ini.

Bagian Kedua puluh delapan
Kelurahan
Pasal 113

(1) Kelurahan dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan,

(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 114

Kelurahan mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umuim;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan
peraturan Bupati,

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kelurahan;

g, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan
kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di
kelurahan;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Pasal 115

(1) Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
Lurah;

Sekretariat;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Perencanaan dan Pembangunan,;

g. Seksi Pelayanan Umum dan Ketertiban Umum.

e Qo

(2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana
tercantum dalam lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 116

(1) Pada Dinas/Badan Daerah dapat di bentuk satu atau lebih
Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

(2) UPT Dinas/Badan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan
penunjang tugas pokok Dinas/Badan.
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Pasal 117

Pengaturan mengenai UPT Dinas/Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Pasal 118
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 119

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon lla
atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah, Asisten
Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan dan
Kepala Dinas merupakan Jabatan eselon IlIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(3) Sekretaris Inspektoral Daerah, Inspektur Pembantu,
Sekretaris Badan, Sckretaris Dinas, Kepala Bagian, serta
Camat merupakan Jabatan eselon Illa atau jabatan
administrator.

(4) Kepala Bidang pada Badan dan Dinas serta Sekretaris
Kecamatan merupakan Jabatan eselon Illb atau jabatan
administrator.

(5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan dan Dinas Daerah,
Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada
Badan, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan
jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

(6) Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan
dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan
eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 120

(1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesual
dengan keahlian dan kebutuhan.

(2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan,

(3). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh secorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.




- 36 -
(5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(6). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HKETENTUAN PENUTUP
Pasal 121

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 2% DeSerper 2016

v BUPATI KAUR,T

LS

/AGUB L PAUSI
Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal, 7% (eemier 2016

SEKRETARIS DAERAH

EABUPATEN KAUR,

{

NANDAR MUNADI, §.So0s., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP, 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR 4t
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STRUKTUR ORGANISAS! INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR

LABMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR &0  TAHUN2016
TANGQAL 2%  DESEMBER 2016
SEKRETARIS
r |
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUJAMGAN

r

[NSPEKTUR PEMBANTL 1

INSPEKTUR FEMBANTU II

JABATAN FUNGSTONAL

JABATAN FUNGSIONAL

INSPEKTUR PEMBANTU I

JABATAN FUNGSIONAL

q/ BUPATI K}’LUR?

f{{;""s PAUSI

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN




STRUKTUR ORGANISAST BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR Tahun 2016

TANGGAL 2% ppsEMBER 2016

= MODAL DAN KEUANGAN

—  SUMBER DAYA ALAM DAN

SEKRETARIS
[
KEPALA SUR BAGIAN UMUM KEFALA SUB BAGLAN KEFALA SUB BAGIAN
DAN KEFEGAWAIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN
PELAPORAN

KEFPALA BIDANG EROMOMI
DAN SUMBER DAYA ALAM

KASUBELD FERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG
KOPERASI, URM,
FPERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

KASUBID FERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG
PARIWISATA, PENANAMAN

KASUBID PERENCANAAN

PEMEBANGUNAN BITMNG

KEMARITIMAM

]

KEFALA DIDAMNG SOSIAL BUDAYA,
FEMHBANGUNAN MANUSTA DAN
MASYARAKAT

KASUBID PERENCANAAN
FEMBANGLINAN BIDANG
PEMERINTAHAN DAN POLITIR

KASUBID PERENCANAAN
PEMBANGUNMAN BIDANG
PENTNIHEAN, MENTAL DAN
BUDAYA

PERHUBUNGAN, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKINAN DAN
FERTAHAHAN

KE!
Bl dprerimpin KEPALA BIDANG PENELITIAN
PR A SEABANGAN SILAYA DAN PENGEMBANGAN
KASUBID FERENCANAAN
FPEMBANCGLINAN BIDANG KASUBRID PENDATAAN DAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENELITIAN
PEMATAAN RUANG
KASUBID PERENCANAAN
LINAN EIDANT
PEMBANG KASUBID PENGEMBANGAN

DAN INOWASE TERNOLOGE

KASUBID PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RIDANG SOSIAL
DAN KESEJAHTHRAAN RAKVAT

KASUBID FERENCANAAN
PEMRANGUNAN BIDANG
KOMINFO, STATISTIK,

PERSANTHAN AN KECAMATAN |

KASUBID KERJASAMA
PEMBANGUNAN

[ ]

W

‘{BUFA.TI KAUR,

}_ GUSRIL PAUSI




STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DALRATI LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI EAUR

NoMoR £2 TAHUN 2014

TANGGAL 22 DESEMBEER 2016
1 EEFPALA BADAMN
== |
BEKRETARIS
~ ERETOMPOK JARATAN
FUNGSIGNAL
KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEFALA SUR BACHAN s
DAN KEFECGAWAIAN KEUANGAK iyt
i | | | ]
KEDALA FIMANG FEMBURUAN KEPALA BIDAN PAJAK DAN KEPALA BIDANT PAJAK UM e e KEPALA BIDANG ASET
— AN PELAPORAN - PENDAPATAN LAITNKYA — DAM BANGUMAN r DAN PERBELNDAHARAAN 1
— B
FASURID PRRENCANAAN,
EASUBID PEMBUKUAN PENDATAAN, PENZTAPAN DAN RASUBID IENSERASIDAN | || xasumipancGaraN KASUBIL PENUADAAN
B i MONEY = KSTENSIFIKAS] -
KASUEID PELAYANAN [reasyUnim pENOOLAHAN DATA .
- L ' . Hasusin EASLUDID FEMANFAATAN
_| KASURID PELARPORAN L mNhﬁHMPL:?E!EEEEﬁTﬁN | | IHFWM%&“ FENACHTLAN L PEREENDAHARAAN L | DAN FENGENDALIAS
UPTB

MBUFHT[ KAUE,
»’52 /( /rcma PALSL



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAUE
NOMOR 66 TAHUN 2016

TANGGAL 72 DESEMBER 2016

SEKRETARIS

KEPALA BADAN
HEELOMPOK JABATAN
FUMNGEIDONAL
N [
KEPALA SUB BAQIAN UMUM DAN
KEPEGAWAILIAN
[ |
HEPALA BIDANG
KEPALA BIDANG MUTASI, PENOEMBANGAN APARATUR,
] mm%Tﬂ.mﬂfﬁﬁt | PENILAIAK KINERIA DAN
PEMBERHE INFO PENOGHARGAAN
KASUBID MUTASI, KEPANCGIKATAN, [ KASUBID DIHLAT, SERTIFIEAS]
PENGEMBAMNGAN KARIER DAN DAN PENGEMBANGAN
PROMOAE] W KOMFPETENE
KASUBID PENGADAAN, |
: KASUBID PENILATAN DXAN
PEMBERHENTIAN DAN FASILITAS
TRRFAT: RSN | EVALUASI KINER.JA APARATUR
= KASUBID DISIPLIN DAN
KASUBID DATA DAN [NFORMASI = PENGHARGAAN
UPFTR

EEPALA SUB BAGIAN
PFERENCANAAN DAN
HEUTANGAN

\{Bul-’ T1 HALR, 7

-

/(.G'LJS PALISI



STRUKTUR ORCGANISASI SATPOL PP & DAMEAR

EEPALA SATUAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAURE
HOMOR

TANGUAL 2-5,

[

EELOMPOK JABATAN
FUHGSIONAL

SEKRETARIS

Tahun 2016
Desomber 2016

]

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN
EEUANGAN

KEFPALA SUB BAGIAN
FERENCANAAN DAN
PELAPORAN

— FEMBINAAN MASYARARAT

KEPALA BIDANG

|—=

R

| KAS] KEWASPADAAN DINT

KEPALA BIDANG
KETERTIEAN UMUM DAN
EETENTREAMAN

L MASYARAREAT

=

KASI BIMBINGAN
PENYULUHAN DAN
FENINOKATAN SUMBER
DATA MANUSIA

KASl OPERARI DAN
KERJASAMA

KEPALA BIDANG
PEREGAKAN PERDA

il KEBAKARAN

KASI FENEGAEAN DAN
PENGAWARAN

KAST FERLINDUNGAN
MASYARAKAT

EASI HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA

—

KEPALA BIDANG PEMADAM

KAS] PENCEOATAN,
— OPERASI DAN
FENYELAMATAN

UFTD

I— KAS! PENINGEATAN
KAPASITAS BDM DAN
BARPRAS

V’ BU KAUR?(

//,GUS EALIS)



STRUKTUR QRGANISASL DINAS SOSIAL LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR €9  TAHUN 2016
TANGGAL 1% DESEMBER 2016
HEPALA DINAS
]
BEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
= |
ERPALA SUH BAGLAN KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN mp’;‘;‘fmm PERENCANAAN DAN
FEFECAWAIAN PELAPORAN
[ I M
KEPALA BIDANG EEPALA BIDANG
| PERUNDUNGAN DAN JAMINAN [ ECRAAEeths B |  PEMBERDAYAAN DAN
SOSIAL KELEMBABAAN S0S1AL
KAS! PERELINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA ALAM DAN KAt mﬁﬂﬁ*gﬂf ANAL KAS! PEMBERDAYAAN SOSIAL
] BENCANA SOSIAL e [
T XAS] REHABILITASE SOSIAL
KAS] JAMINAN SBOSIAL PENYAMNTIANG DMSABILITAS, 5
L KELLIARCA || TUNASOSIAL BAN KORBAN L KELEMBATGAAN SOSIAL
PERDAMANGAN ORANG
|
b e : \fBUP TTKMJ'R.r

/%"(( /(ﬂu L PAUSI




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR &5 TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISAS! DINAS LINGKUNGAN HIDUT

TAkGGAL 12 DESEMEBER 2016

UFTD

HKEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMFOK JABATAN
FUNGEIONAL
| ]
KEPALA SUB BAGLAN UMEIM KEPALA SUB BAGIAN mmﬁmﬂwnm
DAN KEPEGAWALAN KELUANGAN FELAPORAN
[ | | — |
- L KEPALA BINANG PERGEXDALIAN KEPALA BIDANG PEMATAAN
KEPALA BIDANG TATA KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ; - 5
LINGKUNGAR SAMPAH DAN LIMBAH B3 | PENCEMARAN Eﬁm KERUSAKAN = DAN PLNINGumTM KAPASITAS
KAS KASE PENGADLUAN
VENTARISASLRPPLE, KLHS KASI PENGURANGAN DAN KAST PEMANTAUAN DAN Wmﬂmﬁq SEPE."E‘KE]'“ S
DAN EAJIAN DAMPAK FENANGANAN SAMPAH || PENCEMARAN LINGKUNGAN ] PENBGALAN gy
LINGELINGAN
KASI PEMELIHARAAN rASt PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKLINGAN HIDUP KAS|LIMBAH B3 KASI KERUSATAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUF



STRUETUE ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN FENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, LAMFTRAN X
FEMBEEDAYAAN FEREMPUAN DAN FERLINDUNCAN ANAK FERATURAN BUPATT KAUR
NOMOR &5 Tahun 2016

TANGGAL 7% Desember 2016

KEPALA DINAS
[
KELOMPOR JAHATAN
FUNGEIGNAL SENRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN UMLUM RESALA SUB BAGIAN %ﬂm& B"‘Eﬁ
D TR R FELANOAN PELAPCIZAN
| | I _ ]
REFALA L) KEPALA BIDAND KELUARDA KEPALA BIDANG m I?nsc
| PERCENDALIAN PENDUDNK, | BERENCANA, KETANARAN PENGARLEUTAMAAR GENUSH LaN | | PEREMPIAR, PERLINDUNGAR
BENVLHL PN LM RERELAETERLA FEMBERDAYAAN PEREMPUAN KHUSUE ANAK DAN
PENGGERAEAN KELUARGA AK DA
PEMENLIIAMN FLAK ANAK
KASI ADVOKASL, KAS PENGARUSUTAMAAN GENDER
FENGGERARAN, PENTULUHAN KAS! KBLUARGA BERENCANA DAN PRMEERDAYAAN FEREMPUAN KAS| PRRLINDUNGAN
L AN PENDAYAGUNAAN PLXS | [ D“ﬂ;ﬁgﬁug" BIDANT EXONOMI, SDSIAL, POLITIE i it
DAN KADER ¥R Ey DAN HUFKUM
KASE FENGENDALIAN KAS] FELUARGA SEJAHTERA KASE FENOARUSUTAMAAN GENDER KA PERLINDUNGAN KHUSJS
PENDUDLIK DAN THFORMAS] L_| mAN PEMEdHAAN KETAIIARAN DAN PEMEBERDAVAAN PEREMPUAN || ANAXK DAMN PEMERUHAN HAK
HELLIARCA KELUARGA BIDANG KUALITAS KELUARDA ANAE
UPTE

F

i
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN X1
PERATURAN BUPFAT! KAUR
NOMOR TAHUN 2016

TANGGAL 2% DESEMBER 2016

KELOMPOR JABATAN ]

FLINGSIONAL

[ I

EEPALA BIDANG
; KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PAUD DAN PEMBINAAN

PENDFEM NOK PENDIDMEAN DASAR

KAS KURIEVEAIM DAN KAS] KURTKULLM DAN

PESERTA DIDIK =t PESERTA DIDIK
KAS] RELEMBAGAAN EASI KELEMBAGAAN
naN BARPRAS - BAN EARPREAS

KAS[ PENIIDIK DAN
TEMNAGA KEPENDIDICAN

KAS] FENIATHE DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

pa—

KEPALA 3L BAGIAN
UMUM DA
KEPEGAWALAN

KEFPALA BIDANG
KEBUDAYAAN

KASI CAGAR BUDAYA DAN
PERMUSEUMAN

KAST SEJARAN, TRADISL
DAN KESENIAN

KAS] TENAGA ICF:EIIJ'.I'JA\"AA.?:I

A X

¢ BUPATI KAUR,

[

PAUSE

/_eu




A4S PARTWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA LAMPIRAN Xil

STRUKTUR ORGANISAST DINAS o o U
NOMOR ©9 TAHUN 2016
TANGGAL 2% DESEMBER 2016

KEPALA DIMAS
m ]
SENRETARIS
HELCMPOR JABATAN
FUNGSIONAL | T |
[ |
KEPALA SUH BAGIAN KEPALA BUB DAGIAN UMUM
PERENCANAAN DAN DAN KEPEGAWALAN
EEUANGAN
[ I i |
KEFALA BIDANG KEPALA BIDANG ”m” KEFALA BIDANC FEMUDA DAN
PENGEMBANGAN =] PARIWISATA DAN 51 OLAHRADA
1  DESTINAS] WISATA KREATIF =M
KEFALA SERS ORIEK DAN HEPALA SERS! PROMOSI DAN KEPALA SEKSI PEMUDA
| DAYA TARIK WIBATA L1 ANALISA PASAR WIBATA
KEPALA SERSI SARANA KEPALA SEXEI EKONOMI
PRASARANA TRAN TISAHA EREATIF e KEFALA SEKBT OLAHRAGA
= JASA PARTWISATA |
UETD

‘f[’up TI KAUR, 7
'.dg_. / 1’( ol PALISE
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" LAMFIRAN XIII
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN FENATAAN RUANG ol
NOMOR ©%9 TAHUN 2016



STRUKTUR ORGANMISASI DINAS KESEHATAN

LAMFIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 52 TAHUNM 2016
TANGEAL 25 DESEMBER 2016

&

KEPALA THKAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAR
FUNGSIORAL sl
KEPALA SUB ambﬁl KEPALA SUB BAGIAN UMUM
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
[ |
KEPALA BIDANG KESEHATAN KEPALA BIGANG PENCEGAHAN ‘“".i"‘m“éﬂ‘ff&;g' R
— MASYARAEAT | DAN PENGENDALIAN PENYAKIT — EESEHATAN
KASI 1ATAN KELUARGA HAS] SURVEILANS TMAN
| KESE[":LN i | SI“:II.I'HIS.E:-SI || KASI PELAYANAN KESEHATAN
HaS! FROMOSI DAN Becrs il KASI KEFARMASIAN, ALKES
|| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -, MENULAR - — DAN PERT
A5 KESEIATAN LIMGHUNGAT, K451 FENCEDAILAN DAMN
KESEHATAN KERIA DAN | PENGENLALTAN PENYAKIT TIDAK ,_,T.fé;’luﬂ 'K[rif;’; DAYA
|| COLAHRAGA | | MENULAR DAN KESEHATAN JIWA LY S HEHATN
UFPTD

l/EUPATI KMJR

GUS PATIE]



STRUKTUR ORGANISAS] DINAS KOMUNIKASL INFORMASL STATISTIK DAN PERSANDIAN LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR &% TAIIUN 2016
TANGGAL 2% DESEMBER 2016

KEPALA DINAS
|
[ SEERETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
|
[ |
KEFALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAR FERENCANAAN DAN
KEPECAWATAN KEUANGAN
[ I |
KEPALA BIDANG KOMUNIKAS! m&%ﬁm = KEPALA BIDANG STATISTIK
| DAN INFORMAS! PUBLIK 0 bt o DAN PERSANDIAN
; KASI INFRASTRUKTUR,

KASL PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI DAN KASI STATISTIK
|| KOMUNIKASI PUBLIK =4 RS Ok it

FAS] PENGELOLAAN KAS] PENGEMBANGAN KASIHTATA KELOLA ThAN
- INFORMAST PUBLIK — APLIKAS] | PEMGAMANAN PERSANDIAN

KAt HUBUNGAN MEDIA,
TEKNOLOGIINFORMASIDAN | | | AR ML
= TOMUNIKAS] i !
UFTD

\f BIUPATI Kﬂm::f-

/
& / /_::.US PAUSI




STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPAT] KAUR
noMoR &9 TAlUN 2016
TANGGAL 1% DESEMBER 2018

KEPALA DINAS

‘ SEKRETARIS

KELOMFOE JABATAN
FUNGSIONAL ] ]

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EEPALA SUR BAGTAN
DAN KEUANCAN UMUM DA KEPECAWATAMN

!

KEPALA BIDAK( PEMOELOLAAN

KEMALA DIDAKG FASILITASI KEPALA BIDANG FASILITAS] INFORMAS] ADMINISTRAS]
== PERUAFTARAN PENDUDLE =5 PEHCATATAN SIPIL __ | KEFEKDUDIMCAN AN PEMANFAATAN
DATA

KASI FASILITASE SARANA DAN

Kas] FASILITAS] SARANA DAN KAS] PERGELOLAAN DAN FENYATIAN
PRASARANA PENDAFTARAN
- PENDUDUK —{ PRASARANA PENCATATAN STPIL — DATA
L .
|_ KASI BINA APARATUR PENDAFTARAN KASI BINA APARATLIR KASL [MOVASI PELAYANAN DAN
PENDUDUE — PENCATATAN SIPIL L— MONEY

UPTD

lf BUPATI muaf-

Ed




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KALIR

NOMOR &2 TAHUN 2016
TANGGAL ¥% DESEMBER 2016

KEPALA DINAS

|
SEXRETARIS
EKELOMPOK JABATAN
FUNGEIONAL
EEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPALA BUE BAGIAN
" DAN KEPEGAWALAN FERENCANAAN DAN
KEUANGAN
KEFALA BIDANG FRASARANA DAN KEPALA BIDANG TANAMAN KEPALA BIDANG PETERNAKAN |
— SaRANA FERTANLAN —|  PANGAN DA HORTIKULTURA —|  DAN KESEHATAR HEWAN KEPALA BIDANG PERKEDUNAN | | KHPALA BIDANC PERYULUHAN
| ] KAaST LAHAN DAN IRIGAS] = KAS] PRODUVES] || EAS PERBIBEITAN DAN FRODEURE] | KAB[ PRODUKS! __|_ KAS] KELEMBAGAAN
KA FUPUK, FESTISIDA, AAT KAS: FERBERIHAN DAN : KNS PRIEERNIHAN DAN ]
- DAN MESIN — PERLINDUNGAL et AL RIS TR S = PERLINDUNGAN | | KASIEETENAGRAN
: KAl FENGOLAKAN DAN FAS KESMAVET, PENGDIAHAN KAS| PENGOLAHAK AN
| |Eas FEMBIAYAAR DAN INVESTASE) | PEMASARAN = DAN FEMASARAN L PEMASARAN |_{ RASEMETODE DAN INFORBAS
UPTD 7 BuraT KaUR, z-

E PAUISI

Yy



LAMPIRAN XVITI

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 68 TAHUN 2016
TANGGAL 1% DESEMBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

KEPALA DINAS
SEXRETARIS
KELOMPOE JABATAN
FUNGSIDNAL ] -
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN LIMUL
PERENMCANAAN DAN KEUANGAN DAN EEPECAWAILN
[ |
KEPALA BIDANG PEMEERDAYAAN “i“*"‘“ “1’?"*““:' ﬁm"‘ KEPALA RIDANG FENOELOLAAN
— HELAYAN DAN PEMBUDIDATA [ PENGELOLAAN TP =1 FEMBUDIDAYAAN TKAN
o
KASI PENDIDIRAN, PELATIHAN DAN KASI FERIAIRAN USAHA ;
| PENDAMPINGAN USAHA PERIEKANAN | — PERIHANAN || EASTRAWASAN DAN DATA
EAS] KEMITRAAN, AKSES IPTEK DAN EAS! PENGEMBANGAN USAHA ¥ASI LIRGKUNGAN HIDUP,
- INPORMAS] | PERIKAMAN L PAKAN DAN OBAT TKAN
KAS] PEMBINAAK KELEMBACGAAN jAs| PERBENTHAN DAN
L] 7 MASYARAKAT PERIKANAN | ] FASIPRNQELOLAANTE PEMBESARAN/ PRODUKS]
=
UPTD fgmﬂ KAUE,

.

CuUSRIL PAUSH

2l 1




STRUKTUR CRGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATT KAUR
NOMOR €90 TAHUN 2016
TANGGAL 1% DESEMBER 2016
KEPALA IXNAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JADATAN
FUNGSIONAL _dL___I
| [ HEPALA SUB BAGIAN
EEFALA SUB BAGIAN UMULL nm“.m
PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEFEGAW
= |
, : =1
DANG
KEFALA Emﬂ:ﬁu BINA mmim DAN | KEPALA BIDANG Fnsmm
— PEME AHAN - MASYARAKA PEMDANCGIINAN EKAW,
DESA/KELURANAN PR H;::Hs,q 5
1
KASI PERATAAN,
ADMINISTRAR] y i
KAST FASILITASE KASI PEMBANGUNAZ A3AN
PENGELOLAAN KEUANGAN PERDESAAN
| sy i PEMBANGLHAN DESA =
DESA/KELURAIAN
mﬁ?ﬁgﬁ%ﬂﬂm {AS] PEMBANGUNAN DAZRAH
KAP TUR, KAST FEMBERDAYAAN AN TERTINGGAL DAN DAERAH
||  KELEMBAGAAN DAN Ll KEMASYARAKATAN DESA ol TERTENTU
KERIASAMA
DESA (HELURAHAN

7 BUBAT KAUR,
] bl
(4%2 },{/ /uus L PAUSI



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR  £5  TAHUN 2016
TANCGAL 2%  DESEMEER 2016

| KEPALA DINAS
l
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIDNAL |
[ =i |
KEPALA SUD BAGTAN UMUM %ﬁmmimm“ﬂ:ﬁ
DAN KEFEGAWATAN KELANGAN
KEEPALA BIDANG PENGOLAHAN, . KEPALA RINANG PENGEMBANGAN
LAYANAN, PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN DAN FEMBLIDAYAAN
] PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ™ KEGEMARAN MEMBACA
KASI PENOEMBANGAN KOLEKS] DAN KAS] PEMEBINAAN DAN PENGEMBANGAN
L~ PEMGOLAHAN BAHAN PERFUFSTAKAAN L PERPUSTAHAAN
AR LATAPUALL, CEPCREASE, MBI ASANA KASE PEMBINAAN DAN PENGEMPANGAN
PERPLISTAKAAN DAN PELESTARIAN TENAGA PERPUSTAKAAN
| BAHAN PERPUSTAEAAN ]
EAS] FENGENBANCAN FEMBUDAYAAN
.
— A XRAREEA — EEGEMARAN MEMBACA

- “f BUEATI KMJR.(
f‘{-/,(f /{}UEI- T8 PALTSl



STRUKTUR ORGANISAS] DINAS KETAHANAN PANGAN

LAMPIRAN 30T
FERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR &7 TAHUN 2016

TANGGAL 7%, DESEMBER 2016
KEPALA DIMNAS
-
SEKRETARIS
JABATAN FUNGSIONAL
= |
[ I
ALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
qugnw DAN KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
[ | }
KEFALA BIDANG {EPALA BIDANG DISTRIBLSI EEPALA BIDANG KONSUMS!

KEYERSETILARN DAN kfmcmmemamw DAN KEAMANAN PANGAN
EERAWANAMN PANGAN

EASI KETERSEDIAAN DAN
SUMBER DAYA PANGAN

KASI DISTRIBUSI DAN HARGA
PANGAN

HAS] KERAWANAN PANGAN

EAST CADARGAN PANGAN

KAST KONSUMSE DAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN

EAST KEAMANAN PANGAN

UPTD

\j BUR L iR,
e 'éf { ;/ GUSHL PAUSI




STRUKTUR ORGANISAS] DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAMPIRAN 201
PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR & TAHUN 2016
TANGGAL 1% DESEMBER 2016

KErALA DINAS
QEKRETARIS
ERIUMPOE JABATAN 1= .
FUNCSIONAL 1
- i '
KEPALA SL/E BAGIAN KEPALA SUR BAGIAN UMUM
PERENCANAAN TAN KEUANGAN AN KEPECAWAIAN
[ — I |
KEPALA BIDANG KOPERAS] DAN KEPALA BIDANG .
=1 Lkl oy FERINDUSTRIAN | KEPALA BIDANG PERTIAGANGAN
4 " pasd PENGEMBANGAN KAST PENOADASH DIAN
| | KaASIPEMBINAAN KELEMBAGAAN || Mo ] N ALTAN
== o=k =5 __
KAST FEMBERCAYAAN USAHA KAST PEMEBINAAN INDUSTRI KAS] STANDARISAST DAN
a MIKRD L KECIL MENENGAH | |  PERLINDUNGAN KONSUMEN
. [CAST PENGEMBANCAN SARANA ka1 PENGEMBANGAN SARANA
| | ‘Aot FEMBERDAVAAN KOPERASE L] pRASARANA INDUSTEI |— PRASARANA FERDAGANGAN

UFTED
V{Bu TT mua.f
& ;( ,?/ QUSNIL PAUST




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATL KAUR

KOMOR (4 TAHUN 2016
TANGGAL 272 DESEMBER 2016

KEPALA DINAS
|
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL : | I
E KEPALA SUB BAGIAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN YELAMGAN
| |
KEPALA BIDANG ANGKUTAN KEPALA BIDANG LALU LINTAS
£
KAS] ANGKUTAN DARAT DAN EAS] MANAJEMEN REKAYASA
o LALT = LALL LINTAS
g EASE KESELAMATAN DAN
| | KASTPARKIR DAN TERMINAL L | rEnGENDALIAN OPERASI
UPTR

i BUPATI KALIR, T

o % 7 / GUSR{E PAUS!



STRUKTUR ORCANISAS] DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP LAMPTRAN XV
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR &2  TAHUN 2016
TANGGAL 7% DESEMBER 2016

KEPFALA DINAS
I
SEKRETARIS
KELOMPOEK JABATAN FLINGSIONAL '
| |
KEPALA SUTB BAGIAN
EEFALA SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN DAN
KEFECAWAIAN KEUANGAN
[ I |
e _ | KEPALA BIDANG PENYELENGOARAAN __ | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL FELATANAN PERIZINAN DAN NON KEBLTAKAN TIAN PELAPORAN
PRRIZINAN PELATANAN
KAS] PERENCANAAN, PROMOSI DAN KAS] PENOADUAN, IHFORMAST
|| PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN Bt Lt o LAYANAN, KEBLIAKAN DAN
MODAL ] = ADVOEAST
KASI PENGENDALIAN FELAKSANAAN KAS! PELAYANAN PERIZINAN DAN [AST PELAPORAN DAN INOVASI
== PENANAMAN MODAL - NON PERIZINAN IT = LAYANAN
upin

/g‘ / }{ GUSRIIPAUSI



KEPALA DINAS

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR £€) TAHUN 2016
TANGGAL 7% DESEMBER 2016

BEKRETARTS

HEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
REPEGAWAIAN

—

KEFALA BIDANG FERUMAHAN

KASI PERENCANAAN, MO TORING
DAN EVALLIAS)

HASI FENYEDLAAN DAN
PEMBIAYAAN

KEPALA BIDANG KAWASAN
PERMUKIMAN DAN FERTANAHAN

KAS KAWASAN PERMUKIMAN

KAS] FERTAMAHAN

=

DAN KEUANGAN

KEFALA SUR BAGIAN PERENCANAAL

bfﬂ ijuﬁ,r

_ ,&g/ /‘n:;u~ PAUSI



] L *- ¥
|
STRUKTUR ORGANISAS] DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR £ TAHUN 2016
TANGGAL 72 DESEMBER 2015
KEPALA DINAS
]
SEHKRETARES
RELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL 1
B
KEFALA SUD BAGIAN UMUM DAN KEFALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
EEFEGAWAIAN DAN KEUANGAN
| e e e e
| KEPALA BIDANG TENAGA KERJA | XEPALA BIDANG TRANSMIGRASI
KAS] PENEMPATAN PERLUASAN KASI PEMBINAAN PENYIAPAN
— KERSA = PEMURKIMAN TRANSMIGRAS]
KAsST HUBUNGAN INDUSTHLAL DAN
e 1 BHATAN PR AT KAST PENEMPATAN TRANSMIGRASE
T = HASI PEMEINAAN PENGEMBANGANR
KAs: “ﬁf‘;ﬁ‘;‘;;f“w‘* MASYARAKAT KAWASAN
= ki TRANSMICHAS] [FIMICT)
|

Sika = (e mumr
/g /{.- /-’ auskh, pAUST
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STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

LAMPIRAN XXVTI

PERATURAN BUFATI KAUR
NOMOR &2 TAHUN 2016

TANOGAL 7% DESEMBER 2016

HELOMPOR JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

KEFALA 5UB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

EEPALA SEXKS] PEMERINTAHAN

EEFALA SEKS! PERENCAMNAAN

DAN PEMBANGUNAN

KEPALA SEKS] PELAYTANAN
UMUM DAN KETERTIBAN UMUM

Z ﬂ%

-~

KEFALA SUB BAGIAN
KEUANGAN

WARUPATI KAUR, f

-

f{ (FUSHEL PAUSI




STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LAMPIRAN 3VIIl
PERATLY BUPATI KALIR:
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMEER 2016

SEKRETARIS

LURAH
KEFALA SEXS! PERENCANAAN KEPALA SEKSI PELAYANAN
ERENEA GEIRCHE FRMER IV TALIAN DAN PEMEANGUNAN UMUIM DAN KETERTIBAN LIMUM
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